
 

 
 
 
 

        WALI KOTA CIREBON 

      PROVINSI JAWA BARAT 

                                  PERATURAN WALI KOTA CIREBON                 

                     NOMOR   7   TAHUN 2019 

 
   TENTANG 

 

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI 

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

DAERAH KOTA CIREBON  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA CIREBON, 

 

Menimbang   : a. bahwa   Pegawai   Negeri   Sipil   di    Lingkungan 

Pemerintah Daerah Kota  Cirebon, diberikan tambahan 

penghasilan pegawai berdasarkan prestasi kerja  

pegawai secara objektif, transparan, dan akuntabel; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Wali Kota Cirebon tentang Pedoman Pemberian 

Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri 

Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon; 

 

Mengingat     :  1.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 

Djawa Barat, dan  dalam Daerah Istimewa Yogyakarta     

(Berita   Negara  Republik  Indonesia Tahun 1950 

Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang  

Pengubahan  Undang-Undang Nomor  16 dan Nomor 

17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu)  tentang   

Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di 

Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia                       
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Tahun 1954  Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 551); 

 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003  Nomor  47,  Tambahan 

Lembaran   Negara  Republik   Indonesia  Nomor 4286); 

 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun  2004  tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran  Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004  Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur    Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014  Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah  beberapa kali diubah, terakhir 

dengan  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang   Nomor 23 

Tahun  2014 tentang  Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 5679); 

 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

 7. Peraturan Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010  tentang  Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
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tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun  2010 Nomor 110, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5155); 

 8. Peraturan  Pemerintah Nomor  58  Tahun  2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara  

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,   

Tambahan    Lembaran    Negara    Republik Indonesia  

Nomor 4578); 

 9.  Peraturan Pemerintah  Nomor  41  Tahun  2009 tentang 

Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus 

Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009  

Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Repub1ik 

Indonesia Nomor 5016); 

10.  Peraturan Pemerintah Nomor  53 Tahun  2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik  Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

11.  Peraturan  Pemerintah   Nomor  69  Tahun  2010 

tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun  2010  

Nomor  119,   Tambahan  Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 5161); 

12. Peraturan    Pemerintah   Nomor  46  Tahun  2011 

tentang  Penilaian  Prestasi  Kerja   Pegawai  Negeri 

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011  

Nomor  121,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik 

Indonesia  Nomor 5258); 

13.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun  2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

14.  Peraturan Pemerintah   Nomor  11  Tahun  2017 

tentang  Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 6037); 

15.  Peraturan    Pemerintah   Nomor  12  Tahun  2017 

tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

16. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang 

Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil; 

17.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011  tentang Perubahan Kedua atas Peraturan  

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah  (Berita  Negara    

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara                 

Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan   

Peraturan Pemerintah  Nomor   46 Tahun  2011 tentang 

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil  (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013                     

Nomor 33); 

19. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara                   

Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian 

Cuti Pegawai Negeri Sipil;  

20.  Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah  

(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor  12 

Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon 

Nomor 63); 

 21.  Peraturan  Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016  

tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang 

Diselenggarakan oleh  Pemerintah   Daerah  Kota 

Cirebon  (Lembaran  Daerah  Kota Cirebon  Tahun 2016  
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Nomor  6  Seri  D, Tambahan  Lembaran Daerah                 

Kota Cirebon Nomor 69); 

 22. Peraturan  Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan  dan Susunan Perangkat Daerah  

Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota  Cirebon  Nomor  

7   Tahun  2016  Seri  D, Tambahan Lembaran Daerah      

Kota  Cirebon Nomor 70); 

 23. Peraturan  Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016   

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah  

(Lembaran  Daerah  Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 

Seri E); 

 24.  Peraturan  Wali Kota Cirebon  Nomor  66 Tahun 2016   

tentang  Kedudukan,  Struktur  Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, 

Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Cirebon         

(Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 66);  

 25.  Peraturan  Wali Kota Cirebon  Nomor  12 Tahun 2018  

tentang Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan 

Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah                     

Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 12 );  

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA CIREBON TENTANG PEDOMAN 

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI 

PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

DAERAH KOTA CIREBON. 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM  

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan: 
  

1.   Daerah Kota adalah Kota Cirebon. 

2.  Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 


